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ABSTRAK 

 

 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan 

sertifikasi kompetensi di lingkungan Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Bali. Latar 

belakang penelitian ini didasari oleh kebutuhan akan sumber daya manusia 

aparatur yang kompeten dan profesional, sejalan dengan tuntutan reformasi 

birokrasi serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Penelitian ini 

menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, melalui 

wawancara, observasi, serta studi dokumentasi terhadap pegawai dan 

pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan 

sertifikasi kompetensi di BKPSDM Provinsi Bali telah berjalan sesuai 

dengan regulasi, namun masih menghadapi sejumlah kendala, seperti 

keterbatasan anggaran, kurangnya pemahaman pegawai terhadap 

pentingnya sertifikasi, serta hambatan administratif. Meskipun demikian, 

kebijakan ini dinilai mampu meningkatkan standar kompetensi aparatur, 

memperkuat sistem manajemen SDM, dan mendorong profesionalisme 

kerja. Dengan demikian, diperlukan strategi berkelanjutan dalam bentuk 

peningkatan sosialisasi, penguatan koordinasi, serta optimalisasi dukungan 

anggaran agar pelaksanaan sertifikasi kompetensi dapat berjalan lebih 

efektif dan memberikan dampak signifikan bagi kinerja aparatur daerah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang 

 
Dinamika lingkungan kerja yang semakin kompleks menuntut sumber 

daya manusia (SDM) untuk terus beradaptasi dengan perubahan 

kebutuhan kompetensi. Studi World Economic Forum (2023) 

mengungkapkan bahwa 72% perusahaan di Asia Tenggara mengalami 

kesenjangan keterampilan (skills gap), termasuk di sektor publik. Dalam 

konteks ini, sertifikasi kompetensi menjadi instrumen krusial untuk menjadin 

standar kemampuan SDM, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS. 

Provinsi Bali, sebagai salah satu destinasi pariwisata terkemuka di dunia, 

menghadapi tantangan besar dalam menyiapkan SDM yang kompeten dan 

profesional. Sektor pariwisata, yang menjadi tulang punggung 

perekonomian Bali, membutuhkan SDM yang tidak hanya menguasai 

keterampilan teknis, tetapi juga memiliki kompetensi yang relevan dengan 

kebutuhan industri. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Provinsi 

Bali (2022) menyatakan bahwa instansi ini memiliki peran strategis dalam 

mengimplementasikan kebijakan sertifikasi kompetensi untuk memastikan 

bahwa pegawai memiliki keterampilan yang sesuai dengan tuntutan 

pembangunan daerah. Namun, implementasi kebijakan ini masih 

menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya partisipasi pegawai 

dan keterbatasan anggaran. 
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Hanya 30% pegawai negeri sipil (PNS) di Indonesia yang telah mengikuti 

proses sertifikasi kompetensi. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi 

kebijakan sertifikasi masih belum optimal. Badan Kepegawaian Provinsi 

Bali (2022) juga melaporkan bahwa partisipasi pegawai dalam program 

sertifikasi masih relatif rendah, dengan hanya sekitar 40% pegawai yang 

telah mengikuti proses sertifikasi. Beberapa faktor yang menjadi 

penghambat antara lain kurangnya kesadaran pegawai akan pentingnya 

sertifikasi, keterbatasan anggaran untuk pelaksanaan pelatihan, serta 

mekanisme evaluasi yang belum optimal (Kementerian Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2021). 

Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan SDM di lingkungan 

pemerintahan, khususnya di Provinsi Bali, adalah masih banyaknya 

pegawai yang bekerja tidak sesuai dengan bidang keahliannya. Kondisi ini 

menciptakan kesenjangan antara kompetensi yang dimiliki pegawai dengan 

tuntutan pekerjaan yang harus mereka jalankan. Kesenjangan tersebut 

berdampak pada efektivitas kinerja organisasi, karena pegawai yang tidak 

memiliki keterampilan relevan cenderung membutuhkan waktu lebih lama 

untuk beradaptasi dan kurang optimal dalam mencapai target kerja. 

Selain itu, tingkat kesadaran Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap 

pentingnya sertifikasi kompetensi masih relatif rendah. Banyak pegawai 

yang belum memandang sertifikasi sebagai kebutuhan strategis untuk 

pengembangan karir maupun peningkatan profesionalisme, melainkan 

hanya sebagai beban administratif. Padahal, sertifikasi kompetensi 
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berfungsi memastikan standar kemampuan pegawai sesuai dengan jabatan 

yang diemban. 

Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah melalui kebijakan 

sertifikasi kompetensi berupaya menetapkan standar kemampuan yang 

jelas dan terukur bagi setiap pegawai. Namun, implementasi kebijakan ini 

masih menghadapi hambatan, mulai dari rendahnya partisipasi ASN, 

keterbatasan anggaran, hingga mekanisme evaluasi yang belum optimal. 

Oleh karena itu, diperlukan evaluasi mendalam mengenai bagaimana 

kebijakan sertifikasi kompetensi ini dijalankan di lingkungan Badan 

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) 

Provinsi Bali, guna menemukan strategi yang tepat untuk meningkatkan 

efektivitasnya. 

Penelitian ini penting untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan 

sertifikasi kompetensi telah diimplementasikan dan memberikan 

rekomendasi untuk meningkatkan efektivitasnya. Hasil penelitian 

diharapkan dapat menjadi acuan bagi Badan Kepegawaian Provinsi Bali 

dalam menyusun strategi pengembangan SDM yang lebih baik. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih 

luas lagi mengenai Implementasi Kebijakan Sertifikasi Kompetensi. 

Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul 

“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SERTIFIKASI KOMPETENSI DI 

LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN 

SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI BALI” 
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B. Pokok Masalah 

 
Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat disimpulkan pokok 

masalah dari penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Sertifikasi Kompetensi di 

Lingkungan Badan Kepegawian dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Provinsi Bali? 

2. Bagaimana pendapat pegawai terhadap kelebihan dan kekurangan 

Implementasi Kebijakan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Badan 

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi 

Bali? 

 
C. Tujuan Penelitian 

 
Berdasarkan pada pokok permasalahan di atas maka Adapun tujuan 

dari dilakukannya penelitian ini yaitu: 

1. Untuk mengetahui proses Implementasi Kebijakan Sertifikasi 

Kompetensi di Lingkungan Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali. 

2. Untuk mengetahui pendapat pegawai terhadap kelebihan dan 

kekurangan Implementasi Kebijakan Sertifikasi Kompetensi di 

Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Provinsi Bali. 

 
D. Manfaat Penelitian 

 
Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah: 
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1. Bagi Mahasiswa 

 
a. Manfaat Praktis 

 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

referensi bagi peneliti selanjutnya untuk meneliti topik yang sama. 

b. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai Implementasi 

Kebijakan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Badan 

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Provinsi Bali. 

2. Bagi Politeknik Negeri Bali 
 

Sebagai referensi yang nantinya akan menjadi pedoman bagi 

mahasiswa Politeknik Negeri Bali dalam penyusunan Tugas Akhir 

terutama pada Jurusan Administrasi Bisnis mengenai Implementasi 

Kebijakan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Badan 

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi 

Bali. 

3. Bagi Perusahaan 
 

Penelitian ini memberikan masukan berharga kepada Badan 

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi 

Bali dalam mengevaluasi dan meningkatkan implementasi kebijakan 

sertifikasi kompetensi. Dengan adanya laporan ini, diharapkan dapat 
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memberikan rekomendasi yang berguna untuk meningkatkan 

kualitas pelayanan publik. 

 
E. Metode Penelitian 

 
1. Lokasi Penelitian 

 
Penelitian ini dilakukan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia Provinsi Bali yang berlokasi di Jl. Cok Agung 

Tresna No. 31, Dangin Puri Klod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota 

Denpasar, Bali. 

2. Objek Penelitian 
 

Yang menjadi objek penelitian dalam Tugas Akhir ini yaitu 

bagaimana Implementasi Kebijakan Sertifikasi Kompetensi di 

Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia Provinsi Bali. 

3. Metode Penelitian 

a. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode 

penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian 

yang bertujuan untuk memahami fenomena alamiahnya, dengan 

menekankan pada deskripsi, interpretasi, dan pemahaman 

mendalam terhadap makna subjektif yang terlibat (Sugiarto, 

2016). Dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan 

gambaran, menguraikan dan menafsirkan keadaan yang ada 

terkait  Implementasi  Kebijakan  Sertifikasi  Kompetensi  di 
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Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia Provinsi Bali. 

b. Sumber Data 
 

1) Data Primer: Data primer yaitu sumber data yang langsung 

memberikan data kepada pengumpul data. Data 

dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber 

pertama atau tempat objek penelitian dilakukan (Sugiyono, 

p. 296). Data primer yang berupa dokumen maupun dari 

hasil wawancara dengan karyawan Sertifikasi Kompetensi 

dan Pengelolaan Kelembagaan. 

2) Data Sekunder: Data sekunder merupakan sumber data 

yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media 

perantara (diterima dan dicatat oleh pihak lain). Data 

sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan 

historis yang telah tersusun dalam arsip (Sugiyono, p. 296). 

c. Metode Pengumpulan Data 
 

1) Observasi: Observasi merupakan teknik pengumpulan data 

yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan 

dengan teknik yang lain. Observasi juga tidak terbatas pada 

orang, tetapi juga pada objek-objek alam yang lain 

(Sugiyono, 2017, p. 203). Observasi pada penelitian ini 

dilakukan selama 6 bulan yakni dari periode Agustus 2024 

sampai Februari 2025 yang dilakukan pada Badan 
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Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Provinsi Bali khususnya pada bidang Sertifikassi 

Kelembagaan dan Pengelolaan Kepegawaian. 

2) Wawancara: Menurut (Sugiyono, 2017, p. 231) wawancara 

merupakan pertemuan antara dua orang untuk bertukar 

informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat 

dikontruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Pada 

penelitian ini wawancara dilakukan kepada Ketua Tim 

Bidang Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan 

Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Ni Made Yanni 

Pristyawati, SS.,M.Hum dan anggota tim Made Yustisa 

Putri Wiyatna SE.,M.Si proses wawancara dilakukan di 

Kantor BKPSDM Provinsi Bali menggunakan wawancara 

terstruktur. wawancara terstruktur adalah pertanyaan 

wawancara yang akan diberikan bagi narasumbernya telah 

direncanakan sebelumnya. 

3) Dokumentasi: Dokumentasi merupakan pengamatan 

secara langsung untuk mendapatkan data yang diperoleh 

peneliti sesuai dengan pembahasan. Hal ini dilakukan 

untuk mengetahui gambaran nyata dilapangan dan 

mendapatkan sumber primer tentang implementasi 

kebijakan sertifikasi kompetensi di bkpsdm. Menurut 

(Sugiyono,  2017,  p.  240)  mengatakan  bahwa  studi 
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dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan 

metode observasi dan wawancara dalam penelitian 

kualitatif. 

d. Metode analisis data 
 

Metode analisis data yang ini menggunakan metode analisis 

deskritif kualitatif. Menurut (Sugiyono, 2017, p. 59), metode 

deskritif adalah penelitian yang melukiskan, menggambarkan, 

atau memaparkan keadaan objek yang diteliti sebagai apa 

adanya, sesuai dengan situasi dan kondisi ketika penelitian 

tersebut dilakukan. Teknis analisis data adalah mencari 

Menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil 

wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara 

mengelompokan dan dalam kategori sub kelompok agar lebih 

mudah dipahami dan mudah menjabarkan serta mudah 

dipelajarinya. Teknik analisis data yang digunakan dalam 

penellitian ini sebagai berikut: 

1) Data Reduction (Reduksi Data) 
 

Reduksi data adalah merekam dan mencatat semua data 

yang ada di lapangan dengan mengelompokan sesuai 

dengan kebutuhan ini sebab banyak data yang dicatat di 

lapangan agar mudah menentukan dan memilih focus data 

yang akan digunakan dalam penentuan tujuannya agar lebih 
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jelas dan mudah dipergunakan kedepan jika diperlukan 

(Sugiyono, 2016, p. 247). 

2) Data Display (Penyajian Data) 
 

Setelah direduksi data, maka Langkah selanjutnya adalah 

mendisplay data kedalam penelitian kualitatif ini dapat 

dilakukan dengan bentuk table, grafik, pictogram atau 

sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut maka data 

terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga 

akan makin mudah dipahami. Penyajian data kualitatif 

biasanya bersifat uraian (Sugiyono, 2016, p. 249). Penyajian 

data dilakukan setelah pengumpulan data melalui wawancara 

dan dokumentasi. 

3) Conclusions Drawing (Penarikan Kesimpulan) 
 

Kesimpulan data pada penelitian kualitatif adalah merupakan 

temuan baru yang pernah ada sebelumnya temuan berupa 

deskritif atau Gambaran suatu objek yang sebelumnya masih 

remang-remang atau gelap sehingga seteah diteliti menjadi 

jelas, berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau 

teori. Semua berdasarkan data-data yang didukung dan 

dikumpulkan (Sugiyono, 2016, p. 252). Tahap terakhir setelah 

mengumpulkan data dan penyajian data dilakukan penarikan 

Kesimpulan. 



 

 
BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 
A. Simpulan 

 
Dari uraian yang telah dijelaskan mengenai implementasi kebijakna 

sertifikasi kompetensi di lingkungan BKPSDM Provinsi Bali maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Implementasi Kebijakan Sertifikasi Kompetensi ini dilaksanakan 
 

secara  terstruktur  melalui  tahapan  koordinassi  pusat  daerah, 
 

verifikasi peserta, ujian berbasis kompetensi (CBT, studi kasus, 
 

wawancara) hingga penerbitan sertifikat, pelaksanaan dibagi dalam 
 

batch (Batch I yaitu pada Juli 202 dan Batch II pada november 2024) 
 

dengan  peserta  dari  berbagai  jabatan  (Polisi  Pamong  Praja, 
 

Pengelola Keuangan Daerah), dan hasil menunjukkan tingkat 
 

kelulusan tinggi (Batch I 86% dan Batch II 92% ini membuktikan 
 

efektivitas program dalam meningkatkan kompetensi ASN. 
 

2. Pendapat Pegawai terhadap kebijakan ini mencakup kelebihan dan 
 

kekurangan. Kelebihannya meliputi meningkatkan kualitas SDM, 

profesionalitas dan objektivitas penilaian kompetensi, dan 

memberikan pengakuan formal atas kompetensi teknis pegawai. 

Kekurangannya yaitu koordinasi antar lembaga lambat, 

menyebabkan  keterlambatan  jadwal,  kendala  teknis  seperti 

 
 
 

 
78 
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penggunaan aplikasi digital (CBT, formulir APL) yang belum 

maksimal. 

B. Saran 

 
Adapun beberapa saran untuk meningkatkan efektivitas kebijakan 

sertifikasi kompetensi di BKPSDM Provinsi Bali yaitu: 

1. Meningkatan sosialisasi dan pelatihan, BKPSDM perlu memperkuat 

program sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman pegawai 

mengenai manfaat dan mekanisme sertifikasi dan Pelatihan pra- 

sertifikasi dapat diberikan untuk mempersiapkan pegawai dalam 

menghadapi uji kompetensi. 

2. Evaluasi dan perbaikan berkelanjutan melakukan survey kepuasan 

pegawai secara berkala untuk menilai efektivitas kebijakan dan 

membuat mekanisme umpan balik (feedback) agar pegawai dapat 

menyampaikan masukan terkait perbaikan proses sertifikasi. 

Dengan implementasi saran-saran di atas, diharapkan kebijakan 

sertifikasi kompetensi dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan 

berdampak positif bagi pengembangan SDM di BKPSDM Provinsi Bali. 
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Lampiran 1.1 Pertanyaan Wawancara 

 
 

 

No Pertanyaan 

1. Bagaimanakah kebijakan Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali? 

2. Bagaimanakah Implementasi Kebijakan Sertifikasi 

Kompetensi di Lingkungan Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali? 

3. Bagaimana pendapat pegawai terhadap kelebihan dan 

kekurangan Implementasi Kebijakan Sertifikasi Kompetensi 

di Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia Provinsi Bali? 

4. Bagaimana alur proses sertifikasi kompetensi keuangan 
 
daerah? 

 
 
 
 
 

 

No Nama Informan Beserta Jabatan 

1. Ni Made Yanni Peristyawati, SS., M.Hum 
 
(Selaku ketua Tim Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi) 

2. Made Yustisa Wiyatna SE.,M.Si, 
 
(Selaku anggota Tim Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi) 
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Lampiran 1.2 Formulir Pendaftaran Uji Kompetensi Jabatan Pengelola 
Keuangan Daerah 
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Lampiran 1.3 Formulir Kesesuaian Persyaratan Uji Kompetensi dan 
Bukti Pendukung 
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Lampiran 1.4 Formulir Umpan Balik Terhadap Pencapaian Untuk Kerja 

 

 



86 
 

 
 

 
Lampiran 1.5 Formulir Pelaksanaan Uji Kompetensi 
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Lampiran 1.6 Gambar Pelaksanaan Uji Kompetensi (Studi Kasus) 
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Lampiran 1.7 Pelaksanaan Uji Sertifikasi Wawancara Bersama Asesor 

 

 

 



89 
 

 

 
Lampiran 1.8 Gambar Wawancara Bersama Ketua Tim dan Anggota 
Tim Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah 
Provinsi 
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Lampiran 1.9 Surat Layak Ujian oleh Dosen Pembimbing 1 
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Lampiran 1.10 Surat Layak Ujian oleh Dosen Pembimbing 2 
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Lampiran 1.11 Lembar Bimbingan Tugas Akhir Dosen Pembimbing 1 
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Lampiran 1.12 Lembar Bimbingan Tugas Akhir Dosen Pembimbing 2 


